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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang telah di
paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai penetapan besaran
mut'ah bagi istri nusyuz dalam perkara cerai talak, maka Peneliti
dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam kedua putusan menunjukkan bahwa
perceraian terjadi akibat konflik rumah tangga yang
berkepanjangan dan berujung pada terbuktinya unsur nusyuz dari
pihak istri. Dalam Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, istri
dinilai melakukan tindakan yang bertentangan dengan
kewajibannya sebagai istri, antara lain mengelola dan
mengalihkan harta keluarga tanpa persetujuan suami serta
menimbulkan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah
tangga. Sementara itu, dalam Putusan Nomor
635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, istri terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan renggangnya hubungan perkawinan dan tidak lagi
menjalankan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya.
Walaupun kedua istri dinyatakan nusyuz berdasarkan fakta
persidangan dan alat bukti yang diajukan, majelis hakim tetap
mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan
pasca perceraian sehingga hak mut’ah tidak dihilangkan
sepenuhnya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan mut’ah pada
kedua putusan lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan
substantif daripada sekadar penerapan norma secara tekstual.
Meskipun Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
pada dasarnya membatasi pemberian mut’ah kepada istri yang
nusyuz, hakim tetap memberikan mut’ah dengan
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mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, lamanya
perkawinan, kontribusi istri selama menjalani rumah tangga, serta
kondisi sosial setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor
932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mut’ah diberikan sebesar
Rp36.000.000,00 dengan memperhatikan penghasilan suami dan
lamanya perkawinan. Adapun pada Putusan Nomor
635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mut'ah di berikan sebesar 20.000.000,00
hakim juga menggunakan pertimbangan kemaslahatan, kepatutan,
dan rasa keadilan dalam menentukan besaran mut'ah. Perbedaan
pertimbangan dan nominal mut’ah dalam kedua perkara
menunjukkan bahwa belum terdapat ukuran yang baku dalam
penetapan mut’ah bagi istri nusyuz di lingkungan peradilan agama,
sehingga penentuannya masih sangat bergantung pada keyakinan
dan penilaian hakim terhadap fakta setiap perkara.

. Persamaan kedua putusan terletak pada status para istri yang
sama-sama dinyatakan nusyuz, namun tetap memperoleh mut'ah
dari suami. Selain itu, kedua majelis hakim sama-sama
menggunakan pendekatan keadilan, kemaslahatan, kepatutan, dan
kondisi ekonomi para pihak sebagai dasar pertimbangan dalam
menetapkan mut’ah. Adapun perbedaannya terletak pada bentuk
perbuatan nusyuz yang dilakukan, kondisi rumah tangga para
pihak, kemampuan ekonomi suami, serta besaran mut’ah yang
ditetapkan oleh hakim. Pada Putusan Nomor
932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, hakim lebih menekankan lamanya
perkawinan dan kemampuan finansial suami sehingga mut’ah yang
diberikan lebih besar. Sementara itu, pada Putusan Nomor
635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, hakim lebih mempertimbangkan kondisi
konkret para pihak dan tingkat kesalahan yang terungkap dalam

persidangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa belum
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terdapat standar yang seragam dalam penetapan mut’ah bagi istri
yang berstatus nusyuz di lingkungan peradilan agama.
5.2 Saran
Sehubungan dengan kesimpulan di atas, Adapun saran dari penulis
adalah:

1. Kepada Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan hukum,
diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria dan
batasan pemberian mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz.
Pedoman tersebut penting untuk menciptakan keseragaman
penerapan hukum di lingkungan peradilan agama sehingga tidak
terjadi perbedaan yang terlalu jauh dalam penetapan mut’ah pada
perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan
adanya standar yang lebih terukur, kepastian hukum dan rasa
keadilan bagi para pencari keadilan dapat lebih terjamin.

2. Kepada hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara
perceraian yang melibatkan status nusyuz, hendaknya tetap
mempertimbangkan keseimbangan antara ketentuan normatif
hukum Islam dan prinsip keadilan substantif. Penilaian terhadap
kemampuan ekonomi suami, kondisi istri setelah perceraian,
lamanya perkawinan, serta kontribusi masing-masing pihak
selama berumah tangga perlu dijadikan dasar pertimbangan yang
komprehensif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak
hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan
nilai kemaslahatan, kepatutan, dan perlindungan terhadap hak-hak

perempuan pasca perceraian.
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